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BPK Perwakilan Provinsi Sumatera 
Utara menerima kunjungan kerja 
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD RI) dalam 
rangka pembahasan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 
2020. Rombongan Komite IV DPD RI 
yang dipimpin oleh H. Sukiryanto 
te rs e b u t  d i te r i m a  o l e h  Ke p a l a 
Perwakilan, Eydu Oktain Panjaitan 
didampingi Kepala Sub Auditorat Sumut 
I, Nugroho Heru Wibowo, Kepala Sub 

Auditrorat Sumut III, Syafruddin Lubis, Kepala Sub Bagian Humas dan TU, Mulya Widyopa�, beserta pejabat fungsional pemeriksaan 
dilingkungan BPK.
Pertemuan yang dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 
dan penjelasan secara komprehensif terkait temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam Ikh�sar Hasil 
Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 dan perkembangan �ndak lanjut atas rekomendasi atas temuan dimaksud.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan menjelaskan perlunya sinergi dan kerja sama antara BPK dengan lembaga perwakilan dalam 

Dalam rangka memeriahkan hari jadi DJKN yang ke-15, Kanwil DJKN Sumut menyelenggarakan webinar sebagai puncak kegiatan 
explore DJKN yang bertujuan untuk memperkenalkan DJKN kepada masyarakat luas. Bertemakan “Sukses Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian”, Webinar Explore Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memberikan semangat 
dan harapan op�mis�s bagi para pemerintah daerah dalam meraih opini WTP dari BPK.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut. Selain 
beliau, hadir juga narasumber dari Kemendagri, Ibu Amanah (Kasubdit BMD Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri), dan 

narasumber dari Kanwil DJKN Sumut, Ibu Maulina 
Fahmilita (Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara 
Kanwil DJKN Sumut).
Pokok utama pembahasan ke�ga narasumber 
adalah mengupas secara tuntas tentang substansi 
dan strategi kebijakan pengelolaan BMD, temuan 
dan permasalahan yang kerap ditemukan oleh BPK 
d a la m  L KP D,  d a n  ko nt r ib u s i  DJ KN d a la m 
mewujudkan LKPD WTP. Dalam presentasinya, 
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara 
mengapresiasi Pemerintah Daerah di wilayah 
Sumatera Utara yang semakin menunjukkan 
komitmennya dalam meningkatkan akuntabilitas 
keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan 
semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah 
yang memperoleh opini WTP untuk Tahun Anggaran 
2020.
Acara yang turut dihadiri oleh berbagai instansi 
kementerian/lembaga dan BPKAD daerah ini 
berlangsung dengan baik dan disambut antusias 

oleh seluruh peserta webinar.
Webinar ini diharapkan memberi manfaat bagi para Pemerintah Daerah untuk membenahi pengelolaan asset daerah dalam 

Kepala Perwakilan menjadi Narasumber dalam Webiner Explore DJKN
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hal ini DPD RI untuk mendorong Pemda 
dalam pengelolaan keuangan daerah 
yang transparan dan akuntabel. Dilain 
p i h a k ,  Ket u a  Ko m i te  I V  D P D  R I 
menyampaikan apresiasi kepada BPK 
yang telah mengungkapkan temuan dan 
rekomendasi hasil pemeriksaan serta 
terus memantau perkembangan �ndak 
lanjut atas temuan tersebut. Nan�nya, 
informasi ini akan menjadi masukan 
D P D  R I  d a l a m  p e n y u s u n a n 
per�mbangan 
terhadap RUU 
APBN.
D a l a m 
k u n j u n g a n 
t e r s e b u t 
diakhiri dengan 
p e m b e r i a n 
plakat dan foto 
bersama antara 
j a j a r a n  B P K 
P e r w a k i l a n 
P r o v i n s i 
S u m a t e r a 
Utara dengan 
Komite IV DPD 
RI.

Pelaksanaan swab antigen bagi CPNS BPK RI Tahun 2021

Inspektorat Pemkab Nias Barat mengikuti pembahasan TLRHP SM I 2021

Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila Tahun 2021



Sosialisasi
Inovasi-Inovasi Zona Integritas
di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan agenda prioritas Reformasi Birokrasi, BPK Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara berkomitmen penuh dalam mendukung keberhasilan implementasi Pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Guna mendukung hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Sosialisasi Reformasi 

Birokrasi & Penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di secara hybrid online pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 

2021.  Sosialisasi dihadiri 135 peserta yang terdiri dari Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan seluruh pegawai baik 

penunjang maupun pemeriksa.

Ber�ndak sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut adalah Bapak Eydu Oktain Panjaitan, Kepala BPK Perwakilan 

Provinsi Sumatera Utara dan Ibu Puspitaningtyas selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas BPK Sumut. Kedua 

Narasumber menyampaikan materi mengenai nilai pen�ng pembangunan Zona Integritas dan inovasi-inovasi yang telah 

dibuat selama tahun 2019-2021. 

Diakhir paparan narasumber dapat disimpulkan bahwa Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara harus memberikan pengaruh yang   signifikan   terhadap   peningkatan   kinerja   dan   reformasi 

pelayanan  publik.  Semua area perubahan, baik manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan tatalaksana, 

penataan kelembagaan, SDM Aparatur, akuntabilitas dan pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan 

publik. Untuk mewujudkan program 

refo r m a s i  b i ro k ra s i  te rs e b u t 

dibutuhkan komitmen seluruh 

p i m p i n a n  d a n  p e gawa i  s e r ta 

membutuhkan perencanaan yang 

rasional dan sistema�s. Kata kunci 

d a l a m  m e l a k u k a n  r e fo r m a s i 

b i ro k ra s i  a d a l a h  t a t a  ke l o l a 

pemerintahan yang baik atau good 

governance.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan menghadiri dan menjadi narasumber dalam Rapat 

Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumatera Utara, bertempat di Hotel Grand 

Aston Medan, Senin (27/09/2021).

Kegiatan rakor ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara sehubungan dengan masih minimnya penyerapan anggaran kesehatan Tahun Anggaran 2021 se-

Sumatera Utara yang di mana sekarang telah memasuki semester ke-2 tahun 2021.

Dalam kegiatan tersebut 

t u r u t  j u g a  h a d i r 

Gubernur  Sumatera 

Utara (Edy Rahmayadi), 

Kepala Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Utara (IBN. 

Wishwantanu,  S .H . , 

M . H . ) ,  P a n g l i m a 

Komando Daerah Militer 

1 Bukit Barisan (Mayjen 

T N I  H a s s a n u d i n ) , 

Kapolda Sumut (Irjen Pol 

R . Z .  P a n c a  P u t r a 

Simanjuntak), Kepala 

BPKP Provinsi Sumatera 

Utara, Kepala Daerah 

serta Forkompimda se-

Sumatera Utara.

Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan doa pembukaan dan setelah 

itu kata sambutan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, IBN. Wishmantanu, S.H., M.H. Kemudian acara 

dilanjutkan dengan pengarahan dan pemaparan dari BPKP Sumatera Utara dan dilanjutkan dengan pengarahan oleh 

Kepala BPK Sumatera Utara tentang percepatan 

penyerapan anggaran tahun 2021 dan mekanisme 

serta mengulas regulasi yang harus dilakukan oleh 

kuasa pengguna anggaran masing-masing satuan 

kerja.

Adapun kesimpulan dari rakor tersebut yaitu agar 

satuan kerja/kuasa pengguna anggaran selalu ak�f 

dan berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam 

proses percepatan realisasi anggaran dan segera 

merealisasikan anggaran yang belum terserap 

khususnya  da lam penyerapan  ang garan 

penanganan kesehatan dan Covid-19 serta 

anggaran bantuan sosial akibat dampak ekonomi 

dan kesenjangan sosial.

Kepala Perwakilan Menjadi Narasumber 
Dalam Rakor Evaluasi PPKM Wilayah Sumatera Utara
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